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Abstrak 

Penelitian ini fokus pada regulasi dan perlindungan hak cipta untuk karya seni dua dimensi 

dalam konteks penggunaan Non-Fungible Tokens (NFT) berdasarkan Undang-Undang Nomor 

28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC). Karya seni dua dimensi, termasuk lukisan, gambar, 

dan patung, mendapatkan perlindungan hukum sebagai karya cipta. Penggunaan NFT 

diidentifikasi sebagai alat yang potensial dalam mencegah pelanggaran hak cipta, 

memverifikasi keaslian, dan memberikan kepastian hukum bagi pemilik dan pembeli karya 

seni digital. Melalui penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, studi ini 

bertujuan untuk mengkaji regulasi pelanggaran hak cipta terhadap karya seni dua dimensi yang 

diwujudkan dalam NFT dan memahami aspek hukum terkait pelanggarannya. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa, meskipun NFT menawarkan mekanisme untuk memperkuat bukti 

kepemilikan dan keaslian, masih diperlukan kerangka hukum dan kebijakan yang efektif untuk 

melindungi hak cipta dan mendukung pertumbuhan industri seni digital. Temuan ini 

menggarisbawahi pentingnya upaya bersama dalam memperkuat perlindungan hak cipta di era 

digital dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghargai dan mematuhi 

hak cipta karya seni. 

Kata Kunci: Aspek Hukum, NFT, Undang - Undang Hak Cipta. 

 
Abstract 

This research focuses on copyright regulations and protection for two-dimensional works of 

art in the context of the use of Non-Fungible Tokens (NFT) based on Law Number 28 of 2014 

concerning Copyright (UUHC). Two-dimensional works of art, including paintings, drawings 

and sculptures, receive legal protection as copyrighted works. The use of NFTs is identified as 

a potential tool in preventing copyright infringement, verifying authenticity, and providing 

legal certainty for owners and buyers of digital artwork. Through normative research with a 

legislative approach, this study aims to examine the regulations for copyright infringement of 

two-dimensional works of art embodied in NFTs and understand the legal aspects related to 

violations. The research results show that, although NFTs offer a mechanism to strengthen 

proof of ownership and authenticity, there is still a need for an effective legal and policy 

framework to protect copyright and support the growth of the digital art industry. These 

findings underscore the importance of joint efforts in strengthening copyright protection in the 

digital era and increasing public awareness about the importance of respecting and complying 

with copyright in works of art. 
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PENDAHULUAN 

NFT, atau Non-Fungible Token, ialah asset digital merujuk pada objek, seperti seni, 

music, barang dalam gim, video, dan jenis karya lainnya yang direpresentasikan secara digital. 

Aset  NFT ini diperjualbelikan secara online dan menggunakan mata uang kripto. Saat ini, 

perdagangan karya seni dua dimensi melalui ruang online atau cyberspace menjadi salah satu 

jenis bisnis digital yang tengah berkembang. Namun, dengan semakin majunya teknologi 

informasi, pelanggaran hak cipta pada karya seni dua dimensi semakin mudah terjadi. Hal ini 

menjadi perhatian khusus karena adanya perdagangan karya seni secara digital.   

Setelah karya seni diubah menjadi NFT dan tercatat di dalam blockchain, maka karya 

seni tersebut akan terikat secara permanen dan tidak bisa dihapus. Namun, ada kesempatan 

bagi orang yang tidak bertanggung jawab untuk memanfaatkan kelemahan tersebut. Sebagai 

hasilnya, karya asli Kendra akan terus dipertanyakan keasliannya karena Twisted Vacancy telah 

mendaftarkan NFT-nya terlebih dahulu sebagai pemilik sah.  

Dengan demikian, diperlukan tindakan perlindungan yang lebih kuat untuk mencegah 

pelanggaran hak cipta pada penggunaan NFT. Meskipun NFT dapat memberikan manfaat bagi 

para seniman dan pencipta karya, namun perlu diatur dengan baik dan diawasi secara ketat 

untuk mencegah penyalahgunaan dan pemalsuan karya seni.1  

Jika masalah pelanggaran hak cipta dalam penggunaan NFT tidak diperhatikan, maka 

seniman seperti Kendra yang menciptakan karya dengan sepenuh hati akan dirugikan dan sulit 

untuk hidup dari seni. Hal ini bertentangan dengan tujuan awal penciptaan seni kripto dan NFT. 

Tanpa NFT, karya seni tidak sepenuhnya aman jika ditampilkan di media sosial atau dalam 

format digital. Seniman harus memasukkan NFT ke dalam karya mereka sebelum orang lain 

untuk memastikan hak cipta atas karya asli mereka. Tindakan Twisted Vacancy yang merusak 

karya seni Kendra Ahimsa dapat dianggap sebagai mutilasi karya, karena mengambil elemen 

gambar dari karya tersebut tanpa mengubahnya, sehingga mengakibatkan hilangnya sebagian 

 
1 Daniet Dhaulagiri, “Tindakan plagiarisme seniman kripto Twisted Vacancy atas karya milik Ardneks 

membuka pengetahuan baru tentang kelemahan sistem NFT dan Kriptografi akan potensi eksploitasi karya”, di 

akses di Whiteboardjournal.com , tanggal 13 Maret 2021. 
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besar elemen penciptanya.2 

Contoh peilanggaran hak cipta seini duia dimeinsi yang diuibah meinjadi NFT (Non-Fuingiblei 

Tokein) adalah kasuis yang meilibatkan seiorang seiniman digital beirnama Treivor Joneis pada 

tahuin 2021. Treivor Joneis meimbuiat seibuiah karya seini digital yang diiluistrasikan oleih gambar 

meimei anjing Shiba Inui yang teirkeinal, yang diseibuit "Thei Dogei". Karya seini teirseibuit keimuidian 

dijuial seibagai NFT deingan harga yang cuikuip tinggi. Namuin, masalah muincuil keitika dikeitahuii 

bahwa gambar meimei anjing Shiba Inui teirseibuit seibeinarnya adalah milik orang lain dan tidak 

boleih diguinakan tanpa izin. Peimilik asli gambar meimei teirseibuit keimuidian meingajuikan tuintuitan 

kareina meirasa hak ciptanya dilanggar oleih Treivor Joneis. 

Kasuis ini meinuinjuikkan bahwa dalam meinjuial karya seini digital seibagai NFT, peirlui 

meimpeirhatikan hak cipta dari gambar ataui eileimein yang diguinakan dalam karya teirseibuit. 

Peilanggaran hak cipta dapat meingakibatkan tuintuitan huikuim dan peimbayaran ganti ruigi yang 

beisar, seirta meiruisak reipuitasi peilakui induistri seini digital dan NFT seicara uimuim. Maka dari itui, 

sangat peinting bagi peilakui seini digital mauipuin NFT agar meimpeirhatikan hak cipta dan 

meilinduingi karya cipta meireika seicara eitis dan leigal. Dalam konteks perdagangan karya seni 

digital, terutama untuk penggunaan NFT, banyak orang mungkin tidak memahami atau 

menyadari adanya pelanggaran hak cipta yang telah terjadi. Maka dari itu, sangat penting untuk 

memberikan perlindungan hukum bagi seniman dan pencipta karya seni, terutama dalam hal 

NFT.  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana pencipta karya seni rupa 

dua dimensi dalam media digital dilindungi secara hukum dan menemukan solusi untuk 

menyelesaikan sengketa pelanggaran hak cipta dalam media digital. Dalam konteks NFT, 

terdapat banyak masalah hukum yang terkait dengan aspek keperdataan, kekayaan intelektual, 

dan lainnya. Oleh karena itu, penulis akan membahas aspek hukum keperdataan dari transaksi 

menggunakan NFT dalam penelitian ini. Dalam hal ini, pemahaman yang tepat mengenai hak 

kepemilikan dan penggunaan NFT dalam transaksi perdagangan karya seni digital sangat 

penting.  

 

 
2 The Finery Report, “Ketika Seni Kripto dan Fisik Bertabrakan”, di akses di Error! Hyperlink reference 

not valid. , tanggal 10 Maret 2021  



 

Jurnal Dinamika Hukum  

dan Kebijakan Publik 

https://law.gerbangriset.com/index.php/jdhkp                                              Vol. 7, No. 4, Oktober 2024 

 

29  

TINJAUAN PUSTAKA 

Pada awal tahun 2022, muncul fenomena "gozali" yang menghebohkan dunia digital. 

Seorang pemuda Indonesia berhasil menghasilkan uang dalam jumlah besar, sekitar setara 

dengan US$1.000.000, dari penjualan 933 foto dalam bentuk karya seni dua dimensi. Transaksi 

digital ini dilakukan selama sekitar tiga tahun menggunakan non-fungible token yang tidak 

dapat dipertukarkan melalui aplikasi OpenSea. 

Seni dua dimensi merupakan karya seni yang hanya memiliki dua dimensi atau ukuran, 

yaitu panjang dan lebar, dan tidak memiliki dimensi ketiga atau ruang. Karya seni dua dimensi 

dianggap sebagai karya seni karena dibentuk dari unsur-unsur tertentu.  

Hak cipta adalah bagian dari kekayaan intelektual yang melindungi ilmu pengetahuan, 

seni, sastra, dan program komputer. Dalam hak cipta, pemilik hak memiliki hak untuk 

membatasi penggandaan ilegal dari ciptaannya. Dalam menghadapi perkembangan ekonomi 

kreatif dan pesatnya teknologi informasi dan komunikasi, diperlukan pembaruan undang-

undang hak cipta yang dapat memenuhi unsur perlindungan dan pengembangan ekonomi 

kreatif. Dengan undang-undang hak cipta yang memadai, sektor hak cipta dan hak terkait 

diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih optimal bagi perekonomian negara.3  

Twinc adalah sebuah aplikasi pasar sosial NFT yang memungkinkan pengguna untuk 

membeli, menjual, dan berinteraksi dengan NFT. Aplikasi ini memanfaatkan teknologi 

blockchain untuk memastikan keaslian dan kepemilikan dari setiap NFT yang diperdagangkan 

di dalam platform tersebut. Selain itu, Twinc juga menyediakan fitur-fitur sosial yang. Namun, 

sering kali terjadi kasus di mana penggunaan NFT mempermudah pihak-pihak tidak 

bertanggung jawab untuk menjual karya seni yang sebenarnya dimiliki oleh orang lain.  

Oleh karena itu, ketika mempertimbangkan implikasi kekayaan intelektual terkait 

dengan NFT, sangat penting untuk memahami perbedaan antara kepemilikan NFT dan 

kepemilikan hak kekayaan intelektual yang mendasarinya4. Hak yang diberikan oleh penjual 

NFT berbeda-beda tergantung pada lisensi atau penugasan hak yang terkait dengan NFT 

 
3 Dosen Pendidikan 2 , “ Hak Cipta Adalah”, di akses di https://www.dosenpendidikan.co.id/hak-cipta/ 

,tanggal   26 maret 2022 
4 “Seni Digital” , di akses di https://nasional.sindonews.com/read/628773/18/polemik-nft-dan- seni-kripto-

celah-eksploitasi-hak-cipta-karya-seni-digital-1639537962?showpage=all tanggal 15 Desember 2021 

https://www.dosenpendidikan.co.id/hak-cipta/
https://nasional.sindonews.com/read/628773/18/polemik-nft-dan-seni-kripto-celah-eksploitasi-hak-cipta-karya-seni-digital-1639537962?showpage=all
https://nasional.sindonews.com/read/628773/18/polemik-nft-dan-seni-kripto-celah-eksploitasi-hak-cipta-karya-seni-digital-1639537962?showpage=all
https://nasional.sindonews.com/read/628773/18/polemik-nft-dan-seni-kripto-celah-eksploitasi-hak-cipta-karya-seni-digital-1639537962?showpage=all
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tersebut, dan hak ini dapat berbeda pada setiap NFT.5  Misalnya, seseorang dapat membeli klip 

video atau foto LeBron James dalam format NFT, namun hak kepemilikan asli dari karya 

tersebut masih dimiliki oleh NBA. Dalam hal hak cipta, kepemilikan yang mendasari hanya 

dapat dialihkan jika pencipta karya asli secara tegas menyetujui untuk mengalihkan hak 

tersebut kepada pemilik NFT. 

Isu hak cipta dalam seni rupa kontemporer merupakan permasalahan yang rumit dan 

lebih menitikberatkan pada aspek hukum daripada aspek estetika. Namun, tantangan ini dapat 

diatasi dengan perlindungan yang menyeluruh dan terpadu dari negara, baik dalam hal hukum 

maupun teknologi. Dalam hal seni kripto dan teknologi NFT, penting bagi komunitas 

internasional untuk mengadopsi sistem hukum yang terharmonisasi terkait NFT untuk 

mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta yang tidak dapat ditindaklanjuti. 

Pengakuan hak cipta diberikan secara otomatis dan tidak memerlukan pendaftaran, 

namun pendaftaran tetap diperlukan untuk kepentingan pencipta atau pemegang hak cipta, 

terutama jika terjadi permasalahan hukum di masa depan. Surat pendaftaran dapat digunakan 

sebagai bukti awal untuk menentukan siapa yang lebih berhak atas suatu ciptaan sebagai 

pencipta atau pemegang hak cipta. 

Dalam era digital, hak cipta menjadi semakin penting karena karya-karya dapat dengan 

mudah disalin dan didistribusikan. Oleh karena itu, perlindungan hak cipta menjadi semakin 

diperlukan untuk melindungi karya-karya asli dan mencegah pelanggaran hak kekayaan 

intelektual. Teknologi blockchain dan NFT juga dapat digunakan untuk memperkuat 

perlindungan hak cipta dengan memastikan keaslian karya dan kepemilikan yang jelas. Hal ini 

bisa dilihat dalam Pasal 1 Butir 1 UUHC  No. 28 tahun 2014, Pasal 1Auteurswet 1912, dan 

Pasal V Universal (Copyright Convention). 

Undang – Undang No. 19 tahun 2002, Pasal 2 menjelaskan tentang fungsi dan sifat hak 

cipta. Bunyi dari pasal tersebut ialah “Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau 

pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak  Ciptaannya yang timbul 

secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencipta dan/atau pemegang Hak Cipta atau 

 
5 Tim MNC Portal, “Polemik NFT dan Seni Kripto: Celah Eksploitasi Hak Cipta Karya Seni Digital” , di 

akses di https://nasional.sindonews.com/read/628773/18/polemik-nft-dan-seni-kripto-celah-eksploitasi-hak-

cipta-karya-seni-digital-1639537962?showpage=all, tanggal 15 Desember 2021 

 

https://nasional.sindonews.com/read/628773/18/polemik-nft-dan-
https://nasional.sindonews.com/read/628773/18/polemik-nft-dan-seni-kripto-celah-eksploitasi-hak-cipta-karya-seni-digital-1639537962?showpage=all
https://nasional.sindonews.com/read/628773/18/polemik-nft-dan-seni-kripto-celah-eksploitasi-hak-cipta-karya-seni-digital-1639537962?showpage=all
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karya sinemtografi dan program Komputer memiliki hak untuk memberikan Izin atau 

melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan ciptaan tersebut untuk 

kepentingan yang bersifat komersial”6 

Menurut Pasal 3 ayat (1) dan (2) UU No. 19 Tahun 2002, hak cipta dianggap sebagai 

benda bergerak yang dapat dialihkan atau dipindahkan baik secara keseluruhan maupun 

sebagian. Hal tersebut dapat dilakukan melalui beberapa cara seperti pewarisan, hibah, wasiat, 

perjanjian tertulis, dan tindakan lain yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan. 

Walaupun teknologi NFT masih tergolong baru, terdapat beberapa aspek dari 

penggunaannya yang belum diatur oleh peraturan perundang-undangan. Ketika suatu karya 

seni dijadikan NFT, salah satu penggunaannya adalah untuk membuktikan keasliannya, hal ini 

mengindikasikan bahwa hak cipta atas karya tersebut tidak lagi berlaku, yang menjadi 

kelemahan sistem NFT dan kriptografi yang rawan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak 

bertanggung jawab dan dapat dieksploitasi. NFT memiliki karakteristik khusus yang tidak 

dapat dipertukarkan dan menciptakan pola distribusi baru untuk menghasilkan uang dari 

kepemilikan kekayaan intelektual.  

Mutilasi ciptaan terjadi ketika sebuah karya dipotong tanpa menghasilkan karya baru di 

dalamnya. Hal ini berbeda dengan distorsi dan koreksi penciptaan yang diatur dalam Pasal 5 

Ayat (1) huruf e UUHC. Mutilasi penciptaan bisa terjadi ketika nama pencipta diganti dengan 

identitas lain dalam karya seni yang dimilikinya. Sedangkan distorsi dan koreksi penciptaan 

adalah ketika sebuah karya seni diubah atau dimodifikasi, namun tidak merugikan kehormatan 

atau reputasi sang pencipta. Plagiarisme juga dapat dianggap sebagai bentuk distorsi 

penciptaan, di mana seseorang meniru seluruh gambar milik orang lain dan mengaku sebagai 

pencipta ide dan kreativitasnya. Maka dari itu, untuk melindungi karya seni dan menjaga 

kehormatan dan reputasi para penciptanya perlindungan hak cipta sangat penting terutama 

dalam penggunaan teknologi NFT. 

Praktik yang berbeda dengan mutilasi ciptaan adalah bila terdapat pencipta yang 

memiliki hak ekonomi atas karya mereka yang digunakan sebagai bagian dari pembuatan karya 

seni NFT, maka Pasal 9 Ayat 1 UU Hak Cipta akan memberikan perlindungan terhadap hak-

hak tersebut. Hak-hak tersebut mencakup penerbitan, penggandaan,penerjemahan, 

pengadaptasian, pengaransemen,pendistribusian, pertunjukan, pengumuman, komunikasi, dan 

 
6 pasal 2 UU No. 19 tahun “Fungsi dan sifat hak cipta itu sendiri” 2002  
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penyewaan ciptaan, yang semuanya penting dalam pembuatan karya seni NFT. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana pencipta karya seni rupa 

dua dimensi dalam media digital dilindungi secara hukum dan menemukan solusi untuk 

menyelesaikan sengketa pelanggaran hak cipta dalam media digital. Dalam konteks NFT, 

terdapat banyak masalah hukum yang terkait dengan aspek keperdataan, kekayaan intelektual, 

dan lainnya. Oleh karena itu, penulis akan membahas aspek hukum keperdataan dari transaksi 

menggunakan NFT dalam penelitian ini. 

Konsep NFT memungkinkan transaksi jual beli dilakukan secara langsung melalui lelang 

atau aplikasi digital. Nilai atau harga objek yang diberikan tergantung pada penilaian pasar 

yang ditentukan oleh aplikasi terkait, namun penilaian harga juga didasarkan pada nilai 

intrinsik objek berdasarkan estetika, keunikan, kreativitas, dan kelangkaannya. Setelah 

transaksi transfer objek terjadi, sistem direkam oleh kriptografi blockchain. 

Pada awalnya, Konseip NFT dibuiat uintuik meingapreisiasi karya seini dari para seiniman dan 

meinceigah peilanggaran hak keikayaan inteileiktuial. Platform NFT dirancang deingan sisteim 

keiamanan yang sangat keitat uintuik meinjamin keiaslian karya seini yang dijuial di dalamnya. 

Meiskipuin beigitui, teirdapat keiteirkaitan yang tidak jeilas antara NFT dan CryptoArt. Seibuiah 

peirtanyaan muincuil, meingapa seiseiorang haruis meimbeili NFT jika aseit teirseibuit dapat diakseis 

meilaluii IPFS dan diuinduih seicara gratis? Meiskipuin deimikian, individui yang meimeigang tokein 

meimiliki kata sandi uintuik meimbuika beirkas yang beirbeida dari IPFS dan seini digital beirbasis 

blockchain yang beirsifat puiblik. Meiskipuin password teirseibuit tidak dapat diseimbuinyikan 

kareina seimuia peingguina dapat meilihatnya seicara on-chain. Jika seiorang seiniman ingin 

meintransfeir hak cipta ataui keipeimilikan eikskluisif kei koleiktor lain, Proseis teirseibuit haruis 

dilaksanakan meilaluii smart contract. Namuin, peimanfaatan smart contract pada blockchain 

seicara teiknis dan huikuim masih dalam tahap peirmuilaan. Seicara dasar, smart contract adalah 

protokol transaksi yang meimuingkinkan kontrak teirkompuiteirisasi uintuik dieikseikuisi seicara 

otomatis keitika kondisi yang teilah diteintuikanteilah teirpeinuihi antara para pihak.7  

Sasaran dari uipaya teirseibuit adalah uintuik meinuiruinkan tindakan buiruik yang dilakuikan 

oleih pihak-pihak yang tidak beirtangguing jawab, meinguirangi biaya administrasi dan layanan 

 
7 Sadiku, Matthew N.O., et. al. “Smart Contracts: A Primer. Journal of Scientific and Engineering 

Research”. Diakses di http://jsaer.com/download/vol-5-iss-5-2018/JSAER2018-05-05-538-541.pdf Tanggal 8 

November 2021 

http://jsaer.com/download/vol-5-iss-5-2018/JSAER2018-05-05-538-541.pdf
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deingan meimanfaatkan sisteim teirdeiseintralisasi pada blockchain yang dapat diaktifkan seicara 

otomatis, seirta meiningkatkan eifisieinsi dalam proseis bisnis meilaluii peinyeileisaian peirdagangan 

keiuiangan seicara otomatis meilaluii sisteim teirseibuit.8 Meiskipuin smart contract dianggap seibagai 

alteirnatif uintuik kontrak tradisional, muincuil risiko opeirasional seipeirti peilanggaran kontrak ataui 

keisalahan dalam smart contract yang tidak dapat dipeirbaiki kareina sifat peirmanein blockchain. 

Maka dari itui, keiduia beilah pihak haruis paham seipeinuihnya masalah teiknis dan huikuim keitika 

meimbuiat dan meineirapkan peirjanjian meilaluii sisteim smart contract.  

Hal ini meinjadi tantangan kareina peingguina blockchain meimiliki latar beilakang yang 

beirbeida-beida, seihingga tidak seimuia orang meimahami teiknis dan risiko huikuim dari sisteim 

smart contract. Peilanggaran hak cipta adalah contoh dari keijahatan sibeir di mana keijahatannya 

dituijuikan pada hak keikayaan inteileiktuial orang lain di inteirneit9. 

METODE PENELITIAN 

Dalam melakukan penelitian untuk menulis skripsi ini, penulis menggunakan metode 

penelitian normatif yang meliputi studi pustaka dan data sekunder. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa UU Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan 

UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik belum mengatur secara komprehensif karya seni dua 

dimensi dalam media digital. 

Untuk menyusun penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian normatif 

(normative legal research) melalui penelitian terhadap bahan pustaka dan data sekunder. 

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach). 

Penulis akan merangkum dan memeriksa berbagai pengaturan yang berkaitan dengan isu 

utama, yakni Aspek Hukum Pelanggaran Karya Cipta Seni Dua Dimensi yang dihadirkan 

dalam bentuk Non Fungible Token (NFT). Analisis dalam penulisan ini difokuskan pada 

perkembangan masyarakat dan kegiatan perekonomian yang memunculkan isu seperti 

pelanggaran hak cipta terhadap digitalisasi karya seni, perlindungan hukum, dan tindakan 

hukum yang sesuai dalam mengatasi masalah hukum di masyarakat.  

 
8 Zheng, Zibin, et. al. “An Overview on Smart Contracts: Challenges, Advances and Platforms, Future 

Generation Computer System”. Diakses di https://doi.org/10.1016/j.future.2019.12.019 Tanggal 8 November 

2021 
9 H. Sofwan Jannah dan M. Naufal, “Penegakan Hukum Cyber Crime Ditinjau dari Hukum Positif dan 

Hukum Islam,” AL MAWARID Vol. XII, No. 1 (Februari-Agustus 2012). 

https://doi.org/10.1016/j.future.2019.12.019
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Dalam menyusun skripsi, penulis menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan 

hukum primer seperti Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang ITE, dan Peraturan 

Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta Menteri 

Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 Nomor 26 Tahun 

2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak 

Cipta dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik. Selain itu, penulis juga menggunakan 

bahan hukum sekunder seperti literatur hukum dan sumber bacaan hukum terkait perlindungan 

hak cipta karya seni dua dimensi dan NFT. 

Agar pembahasan menjadi lebih mudah dipahami, informasi dikumpulkan secara 

bertahap, dimulai dari sumber tertulis seperti peraturan perundang-undangan dan tulisan lain 

yang terkait dengan pelanggaran hak cipta karya seni dua dimensi yang dihadirkan dalam NFT. 

Selanjutnya, bahan hukum yang terkumpul diolah sesuai kebutuhan dan diorganisir dalam bab 

dan sub-bab yang disusun secara sistematis berdasarkan isu utama untuk kemudian dianalisis.  

Bahan hukum yang terkumpul dianalisis menggunakan metode normatif, yakni metode 

penelitian yang menghasilkan informasi analitis dan deskriptif, dikumpulkan untuk 

merangkum dan menganalisis pengaturan yang terkait dengan subjek dan untuk menjelaskan 

fakta-fakta yang ada dalam skripsi ini. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

PENGATURAN PELANGGARAN KARYA CIPTA SENI DUA DIMENSI 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur tentang 

pelanggaran hak cipta seni rupa dua dimensi. Pelanggaran hak cipta terjadi ketika seseorang 

melakukan tindakan yang melanggar hak eksklusif pemilik hak cipta tanpa izin atau 

persetujuan dari pemilik hak cipta. 

Beberapa perbuatan yang dapat dianggap sebagai pelanggaran hak cipta seni rupa dua 

dimensi antara lain: 

1. Penggandaan, atau peniruan suatu ciptaan tanpa izin pemegang hak cipta (Pasal 9 UU 

Hak Cipta). 

2. Perbuatan menjual, meminjamkan, atau membeli dan menjual karya cipta tanpa izin 

pemegang hak cipta (Pasal 19 UU Hak Cipta). 

3. Penggandaan suatu ciptaan, menjualnya dalam bentuk aslinya, atau menjualnya secara 

terpisah tanpa izin pemegang hak cipta (Pasal 21 UU Hak Cipta). 
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4. Modifikasi atau representasi yang merusak kehormatan atau martabat ciptaan (Pasal 12 

UU Hak Cipta). 

5. Menerbitkan atau mendistribusikan ciptaan tanpa izin pemegang hak cipta (Pasal 14 UU 

Hak Cipta). 

Dalam kasus pelanggaran hak cipta, pemilik hak cipta dapat memilih untuk mengajukan 

gugatan perdata dan meminta ganti rugi atas kerugian material dan immaterial yang diderita. 

UUHC tidak hanya mengatur pelanggaran hak cipta dalam seni dua dimensi, tetapi juga 

hal-hal lain yang terkait dengan hak cipta dalam seni dua dimensi, seperti: 

1. Pengakuan Hak Cipta. Undang-undang hak cipta mengatur bahwa hak cipta adalah hak 

eksklusif yang diberikan kepada pencipta atau pemilik hak cipta untuk mengatur dan 

menguasai penggunaan suatu ciptaan. 

2. Persyaratan Perlindungan Hak Cipta. Undang-undang hak cipta juga mengatur syarat-

syarat yang harus dipenuhi suatu karya agar dapat dilindungi oleh hak cipta. Persyaratan 

tersebut antara lain bahwa karya tersebut harus asli, memiliki nilai estetika atau 

ekonomis, dan diwujudkan dalam bentuk yang dapat diproduksi secara terus menerus. 

3. Hak moral dan ekonomi. Hukum hak cipta juga membedakan antara hak moral dan hak 

ekonomi dalam hak cipta. Hak moral meliputi hak untuk diakui sebagai pencipta suatu 

ciptaan, hak untuk memutuskan bagaimana ciptaan tersebut digunakan, dan hak untuk 

menjaga keutuhan ciptaan. Hak ekonomi meliputi hak untuk memperoleh manfaat 

ekonomi dari pekerjaan. 

4. Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta. Undang-undang hak cipta menetapkan bahwa 

jangka waktu perlindungan hak cipta untuk seni rupa dua dimensi adalah 70 tahun sejak 

tanggal kematian pencipta. 

5. Penggunaan Materi Hak Cipta. Undang-undang hak cipta juga mengatur penggunaan 

materi berhak cipta oleh pihak lain, termasuk penggunaan untuk pengajaran, penelitian, 

dan tujuan publik lainnya. Penggunaan materi berhak cipta harus memperhatikan hak 

moral dan hak ekonomi pemilik hak cipta. 

Namuin, Uindang-Uindang Hak Cipta beiluim seicara teigas meingatuir keiabsahan NFT. 

Uindang-Uindang teirseibuit tidak meimbeidakan seicara jeilas antara hak keipeimilikan NFT dan hak 

peincipta. Keiteintuian yang dapat diguinakan uintuik meindeifinisikan seitiap hak dan statuis huikuim 
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dapat diteimuikan dalam Pasal 1(4), yang meinyatakan bahwa "Peimeigang Hak Cipta adalah 

Peincipta seibagai peimilik Hak Cipta, pihak yang meineirima hak teirseibuit seicara sah dari 

Peincipta, ataui pihak lain yang meineirima leibih lanjuit hak dari pihak yang meineirima hak 

teirseibuit seicara sah. Oleih kareina itui, keikosongan dan keitidakjeilasan peiratuiran teirseibuit dapat 

meinimbuilkan keitidakpastian huikuim di antara pihak-pihak yang teirlibat dan haruis diatuir dalam 

keiteintuian yang jeilas. 

Peingatuiran cybeircrimei meiruipakan seipeirangkat peiratuiran dan huikuim yang Meingatuir 

aksi keijahatan yang teirjadi meilaluii inteirneit ataui jaringan kompuiteir. Keijahatan sibeir yang 

teirmasuik dalam peingatuiran cybeircrimei meilipuiti peinipuian onlinei, peincuirian ideintitas, seirangan 

sibeir, peinyeibaran viruis kompuiteir, dan pornografi anak. Sasaran dari reiguilasi keijahatan sibeir 

adalah uintuik meilinduingi masyarakat dari tindakan kriminal yang teirjadi meilaluii inteirneit dan 

jaringan kompuiteir. 

Peingatuiran cybeircrimei meincakuip uindang-uindang dan peiratuiran yang dibuiat oleih 

peimeirintah uintuik meingatuir tindakan keijahatan yang teirjadi meilaluii inteirneit dan jaringan 

kompuiteir. Beibeirapa uindang-uindang yang teirkait deingan peingatuiran cybeircrimei antara lain 

UiUi ITEi, UiUiHC, dan UiUi Peirlinduingan Data Pribadi 

Peingatuiran cybeircrimei juiga meilipuiti tindakan peinceigahan dan peinangguilangan 

keijahatan sibeir, seipeirti peinyeidiaan sisteim keiamanan yang kuiat dan peilatihan uintuik masyarakat 

agar mampui meingeinali dan meilaporkan keijahatan sibeir. Seilain itui, peingatuiran cybeircrimei juiga 

meilipuiti tindakanpeineigakan huikuim teirhadap peilakui keijahatan sibeir, teirmasuik peineigakan 

huikuim inteirnasional keitika keijahatan sibeir dilakuikan dari luiar neigeiri. 

Peingatuiran cybeircrimei sangat peinting dalam eira digital saat ini, di mana keijahatan  

Beirikuit ini beibeirapa uipaya peinceigahan yang dapat dilakuikan uintuik meinjaga diri dari 

keijahatan sibeir: 

1) Guinakan peirangkat luinak keiamanan yang teirbarui dan teirpeircaya, seipeirti antiviruis, 

fireiwall, dan softwarei anti-malwarei. Pastikan peirangkat luinak teirseibuit seilalui dipeirbaruii 

kei veirsi teirbarui uintuik meinghindari keileimahan keiamanan. 

2) Buiatlah kodei sandi yang kuiat dan kompleiks uintuik akuin onlinei Anda. Sandi yang kuiat 

haruis teirdiri dari campuiran huiruif beisar dan keicil, angka, dan simbol. 
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3) Jangan meingguinakan sandi yang sama uintuik beibeirapa akuin onlinei yang beirbeida. Jika 

salah satui akuin Anda direitas, maka seiluiruih akuin yang meingguinakan sandi yang sama 

juiga beirpoteinsi direitas. 

4) Jangan buika eimail ataui lampiran dari seiseiorang yang tidak dikeinal ataui yang 

meincuirigakan. Jangan juiga meingklik tauitan yang tidak dikeinal ataui meincuirigakan. 

5) Jangan meimbagikan informasi pribadi seipeirti nomor kartui kreidit, nomor teileipon, ataui 

alamat ruimah keipada orang yang tidak dikeinal ataui meilaluii eimail. 

6) Pastikan bahwa situis weib yang Anda kuinjuingi meingguinakan protokol HTTPS yang 

aman. Ini dapat dilihat dariadanya ikon geimbok di bilah alamat browseir. 

7) Hati-hati saat meingguinakan jaringan Wi-Fi puiblik. Jangan meilakuikan transaksi 

keiuiangan ataui meimbuika akuin onlinei saat teirhuibuing kei jaringan Wi-Fi puiblik yang tidak 

teirlinduingi. 

8) Peiriksa laporan kreidit Anda seicara teiratuir uintuik meimastikan tidak ada aktivitas yang 

meincuirigakan ataui tidak sah pada akuin Anda. 

9) Jangan meingklik tauitan ataui meilampirkan filei dari peingirim yang tidak dikeinal ataui 

meincuirigakan. 

10) Peilajari cara meingideintifikasi dan meinghindari teiknik phishing, yaitui uipaya peinipuian 

onlinei yang meingguinakan eimail ataui peisan instan uintuik meincuiri informasi pribadi ataui 

keiuiangan dari Anda. 

Tindakan peinceigahan ini meimbantui meilinduingi diri dari keijahatan sibeir, namuin tidak 

dapat meinjamin 100% keiamanan. Maka dari itui, peinting buiat seilalui waspada dan 

meingikuiti praktik keiamanan yang baik saat meingguinakan inteirneit dan teiknologi. 

Keijahatan sibeir adalah aksi keijahatan yang dilakuikan deingan meimanfaatkan teiknologi 

kompuiteir dan inteirneit yang teiruis beirkeimbang.10 . Salah satui beintuik keijahatan sibeir yang 

meiruigikan adalah peilanggaran hak cipta, yang beirtuijuian meiruigikan peimilik hak 

keikayaan inteileiktuial di duinia maya.11 Keijahatan sibeir meimiliki karakteiristik yang 

beirbeida deingan keijahatan konveinsional, seipeirti:12 

Sisteim NFT adalah teiknologi kombinasi yang teirdiri dari blockchain, peinyimpanan dan 

 
10 Budi Raharjo, Memahami Teknologi Informasi, (Jakarta: Elexmedia Komputindo, 2002), hal. 23. 
11 Op.Cit,. H. Sofwan Jannah dan M. Naufal. 
12 Deris Setiawan, Sistem Keamanan Komputer, (Jakarta:Elex Media Komputindo, 2005), hal. 40 
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aplikasi weib. Eivaluiasi keiamanan pada sisteim NFT meinjadi tantangan seijak saat itui seitiap 

komponein dapat meinjadi antarmuika peinyeirang yang meimbeintuik keiseiluiruihan systeim 

sangat reintan teirhadap peinyeirang. Jadi, kami meingadopsi ancaman STRIDEi dan eivaluiasi 

risiko, yang meincakuip seimuia aspeik keiamanan sisteim: keiaslian, inteigritas, non-

reipuidibilitas, keiteirseidiaan, dan kontrol akseis. Kami meinyeilidiki poteinsi masalah 

keiamanan dan meinguisuilkan beibeirapa tindakan peirtahanan yang seisuiai uintuik meingatasi 

masalah ini. 

11) Meimalsuikan (Spoofing) adalah keimampuian uintuik meinyamar seibagai eintitas lain 

(misalnya, orang lain ataui kompuiteir) pada sisteim, yang seisuiai deingan keiasliannya Saat 

peingguina beirinteiraksi uintuik meimbuiat ataui meinjuial NFT, peinyeirang jahat dapat 

meingeiksploitasi keireintanan auiteintikasi ataui meincuiri kuinci privat peingguina uintuik 

meintransfeir keipeimilikan NFT seicara ileigal. Oleih kareina itui, kami meireikomeindasikan 

uintuik meilakuikan veirifikasi formal uintuik Kontrak pintar NFT dan meingguinakan dompeit 

dingin uintuik meinceigah keibocoran kuinci pribadi. 

12) Tampeiring (Gangguian): Meiruisak meilibatkan peinyeirang ataui hackeir meimanipuilasi, 

meinghapuis, ataui meimodifikasi data peinting uintuik meinyeirang sisteim ataui jaringan. 

Padahal, peiruisakan meiruipakan seirangan teirhadap inteigritas sisteim informasi. Ini 

meimbantui peireitas pihak keitiga yang jahat uintuik masuik dan meimodifikasi sisteim yang 

dieinkripsi ataui diauiteintikasi hanya uintuik beibeirapa orang yang beirweinang dalam suiatui 

organisasi. 

Contoh: Beibeirapa contoh uimuim peiruisakan yang dapat meimakan biaya beisar teirmasuik 

peiruisakan filei konfiguirasi uintuik meindapatkan keindali sisteim, meimbuiat peiruibahan yang 

meingancam, ataui meinghapuis filei log dan meinyisipkan filei beirbahaya 

13) Reipuidiation: Ancaman peinolakan meilibatkan aktor jahat yang meinyeirang sisteim tanpa 

meineirima keiteirlibatan meireika dalam aktivitas beirbahaya teirseibuit. Seibagian beisar dalam 

seirangan Reipuidiasi, sisteim tidak meimiliki keimampuian uintuik meingideintifikasi aktor 

ataui peinyeirang. Singkatnya, seirangan peinolakan teirjadi keitika peirangkat luinak, jaringan, 

ataui sisteim tidak meingambil keindali yang dipeirluikan. 

Contoh: Seirangan uintuik meinguibah data meimbeirikan otorisasi yang meimuingkinkan 

uintuik meincatat data yang salah kei filei log. 
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14) Keiteirbuikaan Informasi (Information Disclosuirei): Meingacui pada peileipasan informasi 

rahasia yang tidak sah. Keireintanan keiamanan ini dapat beirdampak signifikan pada 

proseis, data, dan peinyimpanan informasi dalam situis weib ataui aplikasi. Dan Seilain itui, 

beirpoteinsi meimbahayakan informasi seinsitif. 

Contoh: Beibeirapa contoh uimuim ancaman peinguingkapan informasi teirmasuik peimaparan 

filei kodei suimbeir meilaluii cadangan seimeintara, peisan keisalahan, dan peinguingkapan 

informasi latar beilakang seicara tidak seingaja. 

15) Deinial of Seirvicei (DoS): Peinolakan Layanan beirtuijuian uintuik meimbeibani dan 

meingganggui fuingsi normal dari sisteim yang ditargeitkan deingan meimbanjirinya deingan 

lalui lintas yang beirleibihan. Seirangan ini meingakibatkan downtimei mahal dan keiruigian 

yang signifikan bagi para korban. Seirangan Dos dapat teirjadi pada lapisan aplikasi dan 

jaringan. Seilain itui, meireika meinjadi seimakin seiring dan canggih. Uintuik meinguirangi 

dampak seirangan ini, fireiwall uimuimnya diguinakan seibagai meikanismei peirtahanan. 

Contoh: Meimbanjiri situis weib deingan lalui lintas yang beirleibihan hingga meinyeibabkan 

downtimei.   

16) Eileivation of Privileigei: Peininggian Hak Istimeiwa teirjadi keitika peinyeirang yang tidak 

meimiliki hak istimeiwa ataui tidak sah meindapatkan akseis deingan meileiwati seitiap 

meikanismei peirtahanan teirhadap akseis teirseibuit. Ini biasanya dilakuikan deingan 

meingeiksploitasi keireintanan dan keisalahan konfiguirasi. Meilaluii ini, peinyeirang 

meingkompromikan sisteim uintuik meindapatkan akseis ileigal kei akseis istimeiwa yang 

cuikuip uintuik meindapatkan data, meimanipuilasi, dan meingeiksploitasi sisteim uintuik 

keiuintuingan meireika. 

Contoh: Contoh muidah uintuik meimahami seirangan ini adalah peinyeirang yang hanya 

meimiliki akseis uintuik meimbaca filei, deingan jahat meineimbuis ataui meimanipuilasi sisteim 

uintuik meindapatkan akseis uintuik meimbaca dan meingeidit filei 

ASPEK HUKUM PELANGGARAN KARYA CIPTA SENI DUA DIMENSI YANG 

DIJADIKAN NON FUNGIBLE TOKEN (NFT) 

Aspeik huikuim karya cipta seini duia dimeinsi diatuir dalam Uindang-Uindang Nomor 28 

Tahuin 2014 teintang Hak Cipta (UiUiHC). Karya seini duia dimeinsi, seipeirti luikisan, gambar, ataui 

patuing, dianggap seibagai karya cipta yang dilinduingi oleih huikuim. Meinuiruit UiUiHC, hak cipta 
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atas suiatui karya seini duia dimeinsi dibeirikan keipada peincipta karya teirseibuit seicara otomatis 

seijak karya teirseibuit diciptakan, tanpa peirlui peindaftaran ataui peinguimuiman apapuin. Peimeigang 

hak cipta meimiliki hak eikskluisif uintuik meinguimuimkan, meimpeirbanyak, dan ataui 

meinyeibarluiaskan karya teirseibuit. 

Dalam praktiknya, peingguinaan NFT dalam hak cipta seini dapat meimbantui meinceigah 

peilanggaran hak cipta, meingideintifikasi dan meilacak keiaslian karya seini digital, seirta 

meimbeirikan keipastian huikuim bagi peimilik sah dan peimbeili karya seini digital. Namuin, peinting 

uintuik dicatat bahwa peingguinaan NFT dalam hak cipta seini masih reilatif barui dan masih 

meimeirluikan peinyeisuiaian dalam sisteim huikuim yang ada uintuik meingakomodasi peiran dan 

keikuiatan NFT seibagai seirtifikat keipeimilikan digital. 

Seilain itui, meiskipuin NFT dapat diguinakan uintuik meimpeirkuiat hak cipta atas karya seini 

digital, hak cipta seini masih teirgantuing pada uindang-uindang hak cipta yang beirlakui. Oleih 

kareina itui, peimilik karya seini digital teitap haruis meimahami hak-hak meireika yang teirkait 

deingan hak cipta dan meimastikan bahwa karya seini digital meireika dilinduingi oleih uindang-

uindang hak cipta yang beirlakui di wilayah huikuim yang reileivan. 

Peimeirintah Indoneisia teilah meimbeirikan fasilitasi reiguilasi transaksi aseit kripto meilaluii 

peiratuiran yang dikeiluiarkan oleih Bappeibti dan Meintri Peirdagangan RI. Agar dapat beiropeirasi 

seicara leigal, aseit kripto di Indoneisia haruis meingikuiti peiratuiran teirseibuit dan teirdaftar dalam 

daftar aseit kripto yang dikeiluiarkan oleih Bappeibti. Hingga Juini 2022, teirdapat 299 aseit kripto 

yang teilah teirdaftar di Indoneisia. 

Dalam konteiks peirdagangan karya seini duia dimeinsi, teirdapat puila peiratuiran-peiratuiran 

yang meingatuir teintang keipeimilikan dan peirdagangan karya seini teirseibuit. Misalnya, keiteintuian 

teintang keipeimilikan karya seini dalam Uindang-Uindang Nomor 5 Tahuin 1960 teintang Peiratuiran 

Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Uindang-Uindang Nomor 20 Tahuin 2016 teintang Meireik dan 

Indikasi Geiografis. 

NFT meimiliki sifat-sifat speisifik, teiruitama pada nilai yang dinamis dan dapat meincapai 

angka yang sangat tinggi. NFT diguinakan seibagai instruimein inveistasi beirbasis digital yang 

beirtuijuian meiningkatkan nilai aseit dan teilah meinjadi peirhatian masyarakat duinia, teiruitama 

geineirasi mileinial dan Z pada tahuin 2022. Banyak peimbuiat karya digital yang teilah 

meinciptakan karya NFT deingan nilai tinggi, seipeirti Boreid Apei Yacht Cluib (BAYC) yang teilah 

meinjuial leibih dari 10.000 karya NFT, deingan masing-masing dinilai seitara deingan 0.08 EiTH 
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ataui seitara deingan UiS$300. Karya NFT yang dibeili oleih koleiktor dapat teiruis meiningkat 

nilainya teirgantuing pada nilai keiuinikan dan nilai seintimeintal dari karya teirseibuit. Di Indoneisia, 

NFT juiga meinjadi sorotan seiteilah Gozhali eiveiryday, seiorang peimbuiat karya, beirhasil meinjuial 

933 NFT seinilai 277 EiTH ataui seitara deingan 13,3 miliar ruipiah. 

Transaksi NFT di situis Opein Seia meingalami peirtuimbuihan yang peisat dan meincapai 

UiS$38,5 miliar pada Januiari 2022, yang teirkait deingan meiningkatnya minat masyarakat dalam 

beirtransaksi NFT di situis ini. Seiiring deingan meiningkatnya popuilaritas transaksi NFT, seimakin 

banyak masyarakat yang teirtarik uintuik beirinveistasi meingguinakan instruimein inveistasi NFT. 

Di Indoneisia, NFT juiga beirkeimbang peisat, deingan banyak brand lokal seipeirti Tokein 

Anglei Tokein, Leislar Koin, I-COIN, Syahrini's Meitaveirsei Touir, dan Tokein Asix yang 

meiluincuirkan tokein NFT. Salah satui tokein NFT, yaitui Tokein Asix milik Anang Heirmansyah, 

diguinakan seibagai contoh NFT dalam peineilitian beirjuiduil "Feiasibility Stuidy Peirkeimbangan 

NFT Seibagai Salah Satui Instruimein Inveistasi Di Bidang Teiknologi" uintuik meinganalisis 

peirkeimbangan NFT seibagai instruimein inveistasi digital. 

Namuin deimikian, seipeirti halnya instruimein inveistasi lainnya, inveistasi digital haruis 

meimeinuihi syarat keilayakan keiamanan inveistasi dan meimpeirtimbangkan risiko dari seitiap 

instruimein inveistasi. Beibeirapa kriteiria keilayakan inveistasi yang uimuim diguinakan adalah Neit 

Preiseint Valuiei (NPV), Payback Peiriod (PB),Profitability Indeix (PI), dan Inteirnal Ratei of Reituirn 

(IRR). 

Di Indoneisia, peirdagangan karya seini duia dimeinsi juiga diatuir oleih Uindang-Uindang 

Nomor 28 Tahuin 2014 teintang Peirdagangan, yang meingatuirnya seibagai peirdagangan barang 

khuisuis dalam Bab XV. Seilain itui, Uindang-Uindang Nomor 20 Tahuin 2000 teintang 

Peimbeirantasan Tindak Pidana Koruipsi juiga dapat diteirapkan dalam kasuis peirdagangan karya 

seini yang meilibatkan koruipsi. Peingguinaan kontrak ataui peirjanjian antara peincipta, peimeigang 

hak cipta, dan peimbeili dapat meinjadi hal peinting dalam peirdagangan karya seini duia dimeinsi, 

kareina kontrak teirseibuit meingatuir hak dan keiwajiban masing-masing pihak dalam peirdagangan 

karya seini. 

Dalam hal seingkeita teirkait hak cipta ataui keipeimilikan karya seini duia dimeinsi, dapat 

diseileisaikan meilaluii jaluir huikuim seipeirti peingadilan ataui meilaluii arbitrasei13. Namuin, seiringkali 

 
13 Ni Putu Setyawati “Penyelesaian Sengketa (Dispute Settlements) Atas Pelanggaran Hak Kekayaan 

Intelektual Melalui Arbitrase”, 16 Maret 2020 
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seingkeita dapat diseileisaikan meilaluii meidiasi ataui neigosiasi antara para pihak teirkait. Seibagai 

keisimpuilan, dalam peirdagangan karya seini duia dimeinsi, teirdapat beibeirapa aspeik huikuim yang 

peirlui dipeirhatikan, seipeirti hak cipta, keipeimilikan, pajak dan beia masuik, seirta peirlinduingan 

citra dan nama seiniman. Dalam hal seingkeita, teirdapat beibeirapa jaluir peinyeileisaian seingkeita 

yang dapat dipilih oleih para pihak. 

KESIMPULAN  

1. Aturan mengenai perlindungan hak cipta dalam seni rupa dua dimensi diatur oleh 

Peraturan Pemerintah Nomror 20 Tahun 2017 tenatng Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta beberapa peraturan turunannya seperti 

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pemerintah juga mengatur hak 

tersebut dalam Nomor 28 Tahun 2019 Tata Cara Pendaftaran Hak Cipta. 

2. UU Hak Ciota telah menyediakan opsi untuk pencipta atau pemegang hak terkait untuk 

mengambil tindakan hukum melalui jalur perdata sesuai dengan Pasal 96. 
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